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PETIERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}HNAS PDNIDIDIKAN DAN KDBUITAYAAN

Il. H, Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

SURtrT PENINT'Hil PEI}IBERIIIN BAilTUtrN
DtrITtr TI.OIItrSI ITHUSUS rISIK

BIDtrilG PEITDIDIIIfiIT TA. 2O2O

XEG]ATAII:

PEMBANGTINAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIJIII MENENGAH PERTAJT{A (DAK REGULER 2O2O)

Antara

EI#RI}ITAH IIAERAH IUBUPATE}I ESISIR SEI.ATI}I

dengan

IGPAU SE!(0UH SilHt tPAltEUilE S0Ar

Nomor

Tanggal

: 02 I N I SARPRAS/ DAK. PSMP/SI'IIK/ DPK- PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

Pada hari ini f(amb tanggal Duabulan Aprittahun Dua nbu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan Slrlp
Tahun Anggaran 2O2O

3. Alamat : Il. H. Agus Salim - painan

Berthdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
*futnya disebut PIHAK 2ERTAITA

1. Nama

L Jabatan

r. Nama

z Jabatan

3. Alamat

: I{AfTALELY,S.P4M.Pd

: Kepala UPTSHPH l pancung Soal

: II. Simpang lama Inderapura

Bertindak dan atas nama jabatan tersebut diahs berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

82l.2l0lABl@SDM-2019 Tanggal 30 Januari 2019 yang selanjutnya disebut 4IHAK KEDttA.
PIHAK PERTAI.In dan PIHAK IGDUA secara bersama terlebih dahulu nrenjelaskan dan menyadari
sepenuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

F Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberiton layanan dan

kemudahan sefta menjamin terselenggamnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negarc tanpa diskiminasi;



NwwTSPPB
Tonggal

: 0?/[V/SARPP.AS/DAKPSM?rWVK,A?K-\SqZO2|
: U24pfl2020

hsal 45 ayat (1) : sistem Pendidikan Nasional di,atur bahwa setiap sahran pendiditon formal
dan non formal menydiakan siamna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecedasan intetektual, sosial,
enosiona!, dan kejiwaan pesefta didik;

Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi hnggungjawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat;

F Pasal 45 ayat (2) : pemerinbh dan pemerintah

arEpFran pendidikan sebagaimana diatur dalam

t{egam Republik Indonesia Tahun 1945;

Ba"m kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
rnehkulon tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Atokasi Khusus (DAK);
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang standar Nasional pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggai 30 Desember 2019
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oteh Panitia Pembangunan Sekotah secara swakelola
yang ditebpkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan angga6n metalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabili[asi

Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2020);

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepalot untuk mengilGt diri dalam suatu perjanjian pemberian
Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendldikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
dan syarat-syarat seperti datam pasaF-pasa! di bawah ini :

Daerah bertanggung jawab menyediakan

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

4.

fuU Perja4jian Pemberion Bsrrtu@t
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Mrk"r:"ffl1u5u"n

Rrfr1frn ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik rahun Anggaran 2020 dimaksudkan
Itt mendanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
kna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasamna pendidikan sesuai dengan standar nasional
ptddikan' Pihak Kedua bersedia melaksanalon pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p4B &
Bnbar sefta bertanggunqiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Eirfian Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang pendidikan

n nyelesaikan pekerjaan pembangunan/rehabiritasi prasarana

Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

pendidikan pada SMpN 1 pancung Soal
yarp meliputi :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas,

pasal 3

Jangka Waktu pelat<sanaan

L Jargka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud datam pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
kabnder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
rekening PIHAK KEDUA.

z PrHAK KEDUA akan mulai metaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasa! 2 paling
hmbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Fendidikan Tahun Anggaran 2020 dr rekening prHAK tGDuA.

3' Fehkanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tangga! 30 Desember
2020.

Pasa! 4
prinsipprinsip pekerjaan

Prinsipprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :
1. Pelaksanaan dikerJakan dengan mekanisme sraketola,
z Penerapan asas efektifitas, eftsiensi, transparansi dan akuntabititas,
3. Fenguhmaan partisipasi masyarakat datam pengerotaan kegiatan,
{. optimatisasi kuatitas pekerjaan dengan barang yang dihasirkan,

bd Petja4jia, pemberian Bantuan
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L TIHAK PERTAMA I

a) ttlenyalurt<an dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagairnana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proEram DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan.

Q Melaksanakan monitoring dan evatuasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

2. PIHAK KEDUA:

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK
PERTAMA.

d) Mencatat dan melaporlon aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PERTAIIA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

khbanaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagaiberikut :

a' PIHAK KEDUA datam metaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

h PrHAK KEDUA dalam mengelota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk reknis
dan Petunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c PrHAK KEDUA membuat laporan secara berlola mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
kepada PIHAK pERTAtr{A,

d' PrHAK XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
laporan kemajuan pekefiaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e' PrHAK KEDUA waiib melakukan pencatabn penerimaan dan pengetuaran dalam buku kas serb
pelaporan ketangan dari hasil pekerjaan,

f' PrHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pelakanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

fua Pe rj aqi ian Pe mfu r ian B anfuq1
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3 FIIHAK IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMI yang

frnrglon dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L FIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

Anggaran 2020,

i PTHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Pendidilon Tahun Anggaran 2O20 yang diterima dari pIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Dalam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERIAMA dibantu oleh tenaga

Fasilitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

b. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

ketentua n pela ksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
IGDUA sebesar Rp. 402.000.000,- (Empat ratus dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Rehabilitasi ruang kelas = Rp.2102.000.000,-

2- Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

pasal 9

Penyaluran Dana

Fengaturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasa!8 ayat (1) sebagai berikut :

l. Tahap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana sruakelola setelah perjanjian ini

ditandahngani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAITIA,

2. Tahap II : 45Yo (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swaketola apabila pekerjaan telah

mencapai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

pekerjaan,

3. Tahap III : 300,6 (l-rga puluh perseratus) dari keseluruhan dana slraketola apabila pekerjaan telah

mencapai bobot 650/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

kemajuan pekerjaan.

Swat Perjaqiian Pemberian Bantum
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I

I

frpnbpran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

ElE Rekening :

hrmr Rekening : 19O3.O2lO.Ol63l-t

trnaBank : BankNagariCabangpembantuInderapura

Pasal 1O

Force Majeurc

hre Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi dituar kemampuan manusia dan tidak dapat

dftdarkan sehingga suatu kegiatan Udak dapat tertaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, epidem ik, peperangan, pemogokan, sabotase, pem berontakan/kerusu han.

fFHIa terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberibhukan kepada PIHAK
PERTAI'IA secara teftulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Erjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti teftulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud Calam ayat (2)
rnaka PIHAK PERTAMA akan melakukan evatuasi dan kajian untuk rnengambil keputusan, menyetujui
atau menolak permohonan dari PIHAK IGDUA tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dilakuka n peru baha n perja njian seda ngkan perjanj ian awa I dinyata kan batal.

pasal tl
Sisa Dana

lpabila PIHAK NEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat ketebihan/sisa dana maka dapat
d(lunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
Jika slsa dana tidak digunakan untuk penambahan votume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
disetorlon kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA wajib membuat taporan secan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
pekefiaan kepada PIHAK pERTAtrtA.

PIHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
besefta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

L

fud P erj anj i an P em bert an Banfiua
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t' fryan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

lEffAil/l selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

lkjaan, dilampirianhra lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Brrkti setoran pajalq

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasa! 13

Sanksi

I lFbih dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Idpntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

scam sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tercebut.

L knutusan/penghentian sebagaimana dimakud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

rnengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

k#ntuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Iffiian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

hggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

Emturei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDU&
lGpala UPTSMPN l Pancung Soal

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

fu Perjo$ilm Pemberian Bantwn


